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I
Sejarah Indonesia  klasik  dan  Indonesia  pasca  proklamasi  merupakan  gambaran  sejarah  “disintegrasi”  yang
cukup jelas diketahui oleh sebagian besar anak  bangsa.  Zaman  Indonesia  klasik  berisi  sejarah  pertumpahan  darah
bersamaan dengan naik turunnya suatu dinasti/ kerajaan. Singasari,  Majapahit,  Mataram,  Pajajaran,  Banten,  adalah
contoh-contoh perjalanan dinasti/ kerajaan yang berdiri dan runtuh  akibat  konflik  internal  yang  melibatkan  rakyat.
Sementara zaman pasca proklamasi, Indonesia pernah menjadi negara yang terpecah  menjadi  beberapa  negara  kecil
dengan  berbagai  manajemen  dan  konflik  masing-masing.  Elite-elite  lokal  terlalu  ambisius  ingin   merdeka   dari
Republik Indonesia yang belum lama diproklamasikan itu. (Susmanto, 13 Agustus 2001)
Sebenarnya, otonomi daerah merupakan sebuah kenyataan  sejarah  yang  sejak  dahulu  telah  ada  pada  bangsa
Indonesia.  Semasa Kerajaan Mataram misalnya, dalam konsep  kekuasaan  Jawa  (Moedjanto,  1987),   pemerintahan
raja sebenarnya  merupakan  hubungan  yang  hirarkis  antara  satuan-satuan  kekuasaan  yang  berdiri  sendiri,  sangat
otonom, dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri, yang secara vertikal dihubungkan oleh ikatan-ikatan  perorangan  di
antara beberapa pemegang  kekuasaan/  bupati.  (Moertono,  1985:  121)  Proses  integrasi  dengan  hegemoni  Goa  di
Sulawesi  Selatan  misalnya,  juga  tidak   mengurangi   otonomi   kerajaan   masing-masing,   jangankan   menghapus
eksistensinya.  Ketika  Jakarta  berstatus  sebagai  vasal  dari  kerajaan  Banten  pada  abad  XVII,  Jakarta  pun   tetap
mempunyai otonomi untuk dapat melakukan kontrak sendiri dengan Kompeni dan badan Perdagangan Asing  lainnya.
(Kartodirdjo,  1987: 92,157)
Pada  masa  kolonial,  pemikiran  tentang  otonomi  pun  dipandang  penting  untuk  melangsungkan   eksploitasi
kolonial. Politik Kolonial Belanda yang bertolak dari anggapan bahwa desa adalah tulang punggung ketentraman  dan
ketertiban hendak mempertahankan otonomi  desa  dengan  segala  konsekuensinya.  (Kartodirdjo,   1987:  333)  Pada
prinsipnya, fungsi-fungsi yang bersifat nasional  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat  antara  lain  fungsi  keamanan,
moneter,  hubungan  luar  negeri.  Fungsi-sungsi  yang   bersifat   lokal   diserahkan   kepada   daerah.   Perkembangan
desentralisasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  diawali  dengan  keluarnya  Decentralisatie  Wet  1903.  Daerah
otonom yang berada dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda disebut gewest, regentchap, dan  stadsgemeente.
Berdasarkan Wet ini, daerah diberikan tunjangan tetap dari kas negara yang merupakan jumlah dana  yang  dipisahkan
dari budget pemerintah bagi usaha membiayai daerah-daerah. (Kristiadi, dalam Prisma No. 12, 1985 Th XIV, hlm.35)
Pertumbuhan nasionalisme setelah tahun  1906  membawa  perubahan  iklim  pemikiran.  Sejak  tahun  1915  isu
mengenai otonomi semakin berkumandang. Dalam atmosfir baru kecaman terhadap  perwakilan  lokal  menjadi  lebih
terdengar. UU Desentralisasi 1903 kemudian direformasi dengan Wet op de Bestuur Hervorming 1922 dengan  tujuan
untuk memberikan jaminan mengenai otonomi dan partisipasi kepada  penduduk  pribumi  dalam  pelaksanaan  tugas-
tugas pemerintahan seperti dimiliki penduduk Eropa. Dengan UU ini regentschap dan groepsgemeenschap merupakan
daerah otonom bercorak pedesaan, sedangkan stadsgemeente  merupakan  daerah  otonom  yang  bercorak  perkotaan.
Kedudukan gewest, district, dan onderdistrict sebagai daerah administratif. (Hoessein, dalam  Usahawan  No.  04  Th.
XXIX April 2000, hlm. 4) Berdasarkan Wet ini, di Jawa dan Madura dibentuk tiga provinsi, yaitu West Java,  Midden
Java, dan Oost Java. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi  regentschap  yang  otonom.  Untuk  daerah  di  luar  Jawa  dan
Madura  dibentuk  tiga  gouvernement,  yaitu:  Sumatera,  Borneo,  dan  Grote  Oost  (Timur  Besar)  sebagai  wilayah
administratif (Guruh LS, 2000: 97)
Selanjutnya pada jaman Pendudukan Jepang, Indonesia dibagi  dalam  tiga  wilayah,  yaitu  Sumatera  berada  di
bawah Angkatan  Darat  ke-25,  Jawa  dan  Madura  berada  di  bawah  Angkatan  Darat  ke-16,  dan  Kalimantan  dan
Indonesia Timur berada di bawah Angkatan Laut. Pada periode ini dapat dikatakan, pemerintahan otonomi tidak  ada.
Namun demikian daerah Kabupaten dan Kotapraja tetap ada  dengan  kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  Kentyoo  dan
Sityoo.  Dengan  demikian   tipe   pemerintahan   pada   jaman   Pendudukan   Jepang   boleh   dikata   hanya   bersifat
dekonsentrasi belaka atau ambtelijke decentralitatie. (Guruh LS, 2000:102)
Ketika Republik Indonesia lahir, para pendiri negara sudah mengamanatkan dalam Konstitusi 1945  akan adanya
“daerah-daerah otonom” dalam wadah negara kesatuan RI. Sejak itu, setiap  kabinet  dalam  sejarah  pemerintahan  di
Indonesia selalu mengusahakan pelaksanaan asas desentralisasi pemerintah  tersebut.  Namun  demikian,  di  berbagai
daerah  terdapat  keinginan  akan  otonomi  daerah.  Selama  perjuangan  revolusi  nasional  berlangsung,  federalisme
disamakan dengan kolonialismedan feodalisme. Akan tetapi kini  masalahnya  berbeda.  Kemerdekaan  politis  ternyta
tidak  berhasil  mencapai  tujuan-tujuan  sosial  dan  banyak  kekecewaan  di  daerah  pelosok   yang   ditujukan   pada
Pemerintah Pusat di Jawa, yang dianggap menghabiskan sebagian besar  valuta  asing  yang  diperoleh  dari  propinsi-
propinsi di luar Jawa. Kesetiaan lokal dan regional semakin kuat sehingga mengancam kesatuan nasional. (Wertheim,
1956: 286)  Tuntutan akan otonomi daerah memang pernah menjadi pangkal terjadinya berbagai gerakan separatisme,
pergolakan dan pemberontakan daerah sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an.  Sejak  itu  pemerintah  Soekarno  tidak
mau lagi ambil resiko retaknya keutuhan bangsa dan negara. (Hadad, dalam Prisma No. 12, 1985 Th XIV, hlm. 2)
Pemerintah Orde Baru membakukan pendekatannya terhadap realisasi otonomi daerah melalui UU No.  5  tahun
1974 tentang Pemerintahan di Daerah dengan menyebut bahwa  otonomi  lebih  merupakan  kewajiban  daripada  hak,
sehingga kontrol Pemerintah Pusat terhadap daerah menjadi amat ketat. Proses desentralisasi  dalam  rangka  otonomi
kenyataannya  justru  mengalami  kemandegan  sejak  diberlakukannya   UU   No.4   tahun   1974   itu.    Pelaksanaan
dekonsentrasi  menjadi  dominan  dan  hampir  semua  pembangunan  direncanakan  oleh  Pemerintah   Pusat   dengan
Bappenasnya, pembiayaan ditentukan  oleh  Pusat,  pelaksananya  Kepala  Daerah  yang  sekaligus  menjabat  sebagai
Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai penguasa tunggal di  daerahnya.  Demikian  halnya  dalam  pemilihan  Gubernur,
Bupati/Walikota selama Era UU No. 5 tahun 1974 itu, peranan pusat  dangat  dominan.  (Suwarno,  1996:1)  Berbagai
kritik dari daerah pun bermunculan. Beberapa usaha pemerintah  untuk  mengatasi  berbagai  kritik  atas  kemandegan
tersebut dilakukan antara lain dengan meluncurkan Proyek Percontohan Otonomi Daerah (PPOD) melalui  PP  No.  8/
1995, namun tidak berhasil  pula.  Tuntutan  reformasi  yang  semakin  nyaring  tentang  pentingnya  otonomi  daerah,
menyebabkan pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang  sekarang  banyak
dibicarakan ini. (Culla, dalam Usahawan No. 4 tahun XXIX April 2000, hlm. 15)
II
Dalam perkembangannya nasionalisme itu tidak lepas dari konteks sejarahnya. Oleh karena itu ingatan kolektif
suatu bangsa yang berasal dari ingatan kolektif lokal sangat berperan dalam  membentuk  nasionalisme.  Bagi  bangsa
Indonesia, nasionalisme yang berkembang mempunyai  dua  sifat  kesamaan,  yaitu  faktor  solidaritas  atas  persatuan
Indonesia  yang  menjembatani  berbagai  macam  perbedaan  daerah  dan  mempunyai  unsur  konflik   (penentangan)
terhadap  kelompok-kelompok  sosial  tertentu  yang  dirasakan  asing  dan  aneh.   Kaum   nasionalis   menggerakkan
kekuatannya terhadap dua hal, yaitu terhadap dominasi kekuasaan kolonial  dan  terhadap  penguasa  tradisional  yang
sangat feodalistis. (Wertheim, 1956: 280)
Nasionalisme tidak bisa dilepaskan dengan demokrasi karena keduanya menunjukkan adanya “benang  merah”
bahwa nasionalisme dan  demokrasi  merupakan  kristalisasi  dan  institusionalisasi  dari  tahap  lanjut  perkembangan
kehidupan manusia dalam bidang  intelektual,  ekonomi,  dan  politik.  Jadi,  wajah  nasionalisme  yang  akan  muncul
banyak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah  yang  sedang  berkuasa  dan  kondisi  rakyat  sendiri.  Nasionalisme  bisa
menjelma menjadi konflik, gerakan protes,  dan  berbagai  bentuk  penentangan.  Faktor  pemicu  yang  paling  efektif
terhadap   perubahan   itu   adalah   munculnya   ketidakadilan.   Kesadaran   akan   adanya   ketidakadilan   ini    akan
mempengaruhi legitimasi pemerintah yang selanjutnya  akan  mengubah  hubungan  antara  pemerintah  dengan  yang
diperintah. Jika pemerintah tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga  menimbulkan  kesengsaraan
rakyat, maka rakyat akan melakukan protes.
Sementara itu, dalam perkembangan sebuah bangsa, nasionalisme menjadi  dasar  dan  kekuatan  suatu  bangsa
dalam membangun negara dan bangsanya. Istilah ini sering disebut  sebagai  Nation  Building.  Nation  building  pada
prinsipnya merupakan sebuah proses terus-menerus menuju  terciptanya  sebuah  negara  dalam  melaksanakan  tugas-
tugasnya atas dasar ideologinya.  (Simatupang,  1980:18-23)  Dengan  kata  lain,  nation  building  merupakan  proses
pembentukan kesatuan bangsa yang  utuh.  Sementara  itu,  nation  sendiri  menunjuk  pada  suatu  komunitas  sebagai
kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda  dalam  aspek  etnik,  kelas  atau  golongan
sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik, dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan
historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh  kemauan  bersama.  Heterogenitas
dalam  berbagai  segi  kehidupan,  unsur-unsurnya  digembleng  menjadi  suatu  homogenitas   politik   dan   lazimnya
terwujud  sebagai  negara  nasional.  Negara  nasional  itu  sendiri  menjadi  wahana  yang  berfungsi  untuk   adaptasi,
mempertahankan  kesatuannya,  memperkokoh  proses  integrasinya  serta  mencapai   tujuan   eksistensinya.   Negara
nasional lebih efektif dan efisien dalam menopang eksistensi kelompok yang pluralistik dibanding sebagai  komunitas
lokal, regional, tribal, komunal, dsb. Jadi dalam perkembangan sebuah bangsa , proses  integrasi  menjadi  isu  sentral,
artinya integrasi territorial dan integrasi sosio-politik merupakan  faktor  dominan  dalam  mewujudkan  unit  nasional
seperti sekarang ini. (Kartodirdjo, 1993:1-2)
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  nasionalisme  tetap  berfungsi  dalam   nation   building.   Dalam   proses   itu,
kebudayaan nasional, kepribadian dan identitas  nasional,  kesadaran  nasional  semuanya  perlu  dibudayakan.  Untuk
keperluan   itu   diperlukan   upaya-upaya   untuk   menimbulkan   kesadaran   nasional   serta   memantapkan   simbol
identitasnya. Demikian halnya setelah pengakuan Kedaulatan Indonesia, proses nation  building  bergulir  untuk  terus
menerus menciptakan Indonesia  yang  utuh.  Penolakan  terhadap  federasi,  pertentangan  ideologi  Pancasila  versus
Komunisme dan kemudian masalah  posisi  militer  dalam  kehidupan  negara  merupakan  bagian  dari  proses  nation
building tersebut. (Simatupang, 1980: 18-23) Itulah sebabnya dalam proses tersebut haruslah tidak  boleh  melupakan,
apalagi meninggalkan unsur-unsur dinamika lokal. Persoalan nasional, biasanya bermula  dari  persoalan  lokal.  Pada
kenyataannya bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa  dengan
keanekaragaman budayanya masing-masing yang tersebar di seluruh nusantara.
Di  Indonesia,  nasionalisme  berkembang  melalui  Pergerakan  Nasional   atau   gerakan   sosial   yang   mampu
menciptakan   arena   politik   selaku   medium   komunikasi    bagi    kaum    terpelajar.    Fungsi    utamanya    adalah
mengintegrasikan kaum elite  politik.  Itulah  sebabnya  sebagian  warga  kota,  massa  rakyat  kecil  di  kota-kota  dan
pedesan  berjalan  lambat,  sehingga  sampai  kini  proses  demokratisasi  terus  menerus  perlu   diusahakan.   Dengan
demikian nasionalisme masih perlu dilembagakan di kalangan rakyat  melalui  segala  macam  wahana  sistem  politik
negara nasional sehingga mampu menciptakan kultur politik beserta  demokrasinya  sesuai  dengan  ideologi  nasional
Pancasila. (Kartodirdjo,  1993:7) Untuk menciptakan suasana demokratisasi itu,  jelas  bahwa  ingatan  kolektif   lokal
sangat penting. Sebagai contoh, nasionalisme yang berkembang di Nusa Tenggara Timur  secara  intensif  baru  mulai
awal abad XX seiring dengan berkembangnya agama Kristen. Di Atambua, di Ende, dan pada berbagai suku  di  NTT
penyebaran agama Katolik melalui gereja  Katolik  telah  mengalami  proses  kesatuan  baru  sebagai  umat  beragama
(religious community), dengan keyakinan itu mereka dipersatukan dalam bahasa,  perilaku,  dan  sebagainya.  Dengan
demikian, institusi agama Kristen yang merupakan bagian dari gereja sedunia  mempunyai  kontribusi  historis  dalam
proses integrasi nasional  untuk  membangun  nation  building  dari  masyarakat  Indonesia  di  NTT  yang  heterogen.
(Parera, 1993:14-15)
IV
Otonomi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  konsep  politik,  yang  selalu  dikaitkan  atau  disepadankan   dengan
pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat
hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarka kewenangan,  kekuasaan,  dan  prakarsa
sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan  dan  kemandirian  tersebut,
maka  suatu  daerah  dianggap  otonom  kalau  memiliki  kewenangan  (authority)   atau   kekuasaan   (power)   dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  untuk  menentukan  kepentingan  daerah  maupun  masyarakatnya  sendiri.
(Culla, dalam Usahawan No. 4 tahun XXIX April  2000,  hlm.  16)  Namun  demikian,  dalam  pelaksanaan  Otonomi
Daerah, satu prinsip yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia adalah bahwa aplikasi otonomi  daerah  tetap  berada
dalam konteks persatuan dan kesatuan nasional  Indonesia.  Otonomi  tidak  ditujukan  untuk  kepentingan  pemisahan
suatu daerah untuk bisa melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Tujuan pemberian otonomi  kepada  daerah  adalah
untuk memungkinkan daerah bersangkutan   mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  untuk  kepentingan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dengan demikian jelaslah bahwa aplikasi pemerintahan  dan  pembangunan
di daerah sekarang ini didasarkan pada dua sendi  utama  yaitu:  Otonomi  Daerah  dan  Kesatuan  Nasional.  Otonomi
daerah mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dan Kesatuan Nasional  mencerminkan  adanya  Kedaulatan  Negara.
Kedua  kedaulatan  ini  sama-sama  diperlukan  dalam  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia.  Dan,  nasionalisme  pun
menjadi penting untuk “mengawal” perjalanan bangsa. Mengapa? Karena disadari  atau   tidak,  pelaksanaan  otonomi
daerah telah menjadi salah satu pemicu lemahnya nasionalisme. Buktinya, istilah  “penduduk  asli”  atau  “pendatang”
makin kerap muncul sejak kebijakan otonomi daerah  diterapkan.  Istilah  “putra  daerah”  makin  kerap  dimunculkan
dalam pelaksanaan  otonomi  daerah.  Hal  ini  jelas  merupakan  suatu  yang  tidak  kondusif  terhadap  pembangunan
bangsa. Bila keadaan ini berlanjut terus  tanpa  memulihkan  kembali  kesadaran  nasionalisme  kita  maka  cepat  atau
lambat negara bangsa ini akan hancur. (Fikri Thalib, 1 Juni 2001)
Sekarang bagaimana nasionalisme berperan dalam pembangunan  daerah?  Apabila  dijabarkan  prinsip-prinsip
dasar nasionalisme, maka dapat disebutkan antara lain: 1) cinta kepada tanah air; 2) Kesatuan; 3)  dapat  bekerjasama;
4) demokrasi dan persamaan; 5) kepribadian; dan 6) Prestasi. (Kartodirdjo, 1999: 15) Bagi bangsa Indonesia,  prinsip-
prinsip dasar nasionalisme tersebut tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”  (Unity  in  diversity).  Dalam
setiap pembangunan di daerah, nasionalisme akan tetap terjaga apabila keenam  prinsip  tersebut  selalu  dilaksanakan
dan diamalkan.
Memang, nasionalisme sebagai rujukan untuk membangun jauh lebih sulit diwujudkan.  Diperlukan  pemikiran
yang  konstruktif  dan  kemampuan  strategis  untuk   menggunakan   sumberdaya   untuk   mencapai   sasaran-sasaran
berjangka panjang sambil menyelesaikan masalah-masalah berjangka  pendek,  sambil  menetralisasi  dampak  negatif
dari nasionalisme dan demokrasi sebagai gerakan yang destruktif. Walaupun lebih sulit, namun  nasionalisme  sebagai
rujukan dapat direncanakan  bersama  oleh  pemerintah  bersama  lapisan  kepemimpinan  rakyat  itu  sendiri.  (Bahar,
1996:20) Praktek penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan melibatkan seluruh  organisasi kemasyarakatan,
tokoh-tokoh perguruan tinggi serta instansi pemerintah mempunyai makna penting dalam pelembagaan nasionalisme.
Prinsip cinta tanahair meletakkan setiap proses  pembangunan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  bukan
golongan  apalagi  individu.  Adapun  prinsip   kesatuan   diaplikasikan   dalam   bentuk-bentuk   pembangunan   yang
mengutamakan kebersamaan dalam demi keutuhan NKRI  dengan  memperhatikan  keanekaragaman  sifat  pluralistik
dari bangsa Indonesia. Artinya, setiap pembangunan di  daerah  tidak  hanya  diperuntukkan  dan  harus  dilaksanakan
oleh orang “asli” daerah itu saja. Dalam kaitannya antara pemerintah dengan rakyat,  persoalan  adanya  kemungkinan
prasangka etnik bertimbalbalik  antara  pejabat  dengan  rakyat  yang  berasal  dari  etnik  atau  daerah  yang  berbeda.
Apabila prasangka ini terus dikembangkan maka benih dendam sosial akan menjadi batu sandungan dan “bom waktu”
terhadap pembangunan di daerah. Kita sepakat untuk hidup bersama dalam kondisi yang berbeda, sehingga kita  mesti
menerima perbedaan-perbedaan itu. Sikap etnosentrisme harus dihilangkan dalam pembangunan  daerah.  Mana  yang
lebih serius dalam mengabdi pada suatu  daerah  dan  berguna  bagi  pembangunan  daerah,  mereka  mempunyai  hak
untuk berperan serta. Jadi Otonomi Daerah bukanlah otonomi etnis kemudian  menjadi  dominasi  etnis  dalam  proses
pembangunan di daerah.
Prinsip  ketiga   dari   nasionalisme   adalah   dapat   bekerjasama.   Ini   berarti   bahwa   dalam   setiap   proses
pembangunan di daerah perlu dibudayakan kerjasama  baik  interen  subjek  pembangunan  di  dalam  daerah  maupun
antar  daerah.  Setiap  daerah  otonom  perlu  membuka   alternatif   kerjasama   antara   satu   dengan   lainnya,   perlu
menjembatani  berbagai  kepentingan  antara  rakyat  dari  daerah  satu  dengan  daerah  lain,  dan   sebagainya.   Perlu
dilakukan dialog dan lobi-lobi antar daerah untuk mengatur SDA  yang  ada  sehingga  tidak  saling  berugikan  antara
daerah yang  satu  dengan  daerah  yang  lain.  Sebagai  contoh  misalnya  penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  air,
masalah sungai, listrik, sarana dan prasarana publik , dan lain-lain.
Dalam Pembangunan Daerah  perlu  ditekankan  adanya:  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat,
pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman  daerah,  dalam  pelaksanaannya.  Jangan
sampai pembangunan di daerah meninggalkan peran serta masyarakat, apalagi mengorbankan  mereka.  Sejarah  masa
lalu membuktikan bahwa krisis multisegi  bangsa  Indonesia  saat  ini  sebenarnya  bukan  terletak  pada  melemahnya
nasionalisme, tetapi karena terjadinya  proses  ketidakadilan  struktural  dalam  sistem  masyarakat  Indonesia.  Musuh
utama nasionalisme dalam pembangunan yang berkembang saat  ini  adalah  banditisme  modern  struktural;  ideologi
pemaksaan dan manipulasi kekuasaan yang kolutif oleh beberapa elite terhadap massa rakyat. Oleh  karena  itu  dalam
pembangunan daerah semangat nasionalisme perlu dilembagakan dengan cara melakukan: 1)  peningkatan  pelayanan
dan  kesejahteraan  masyarakat;  2)   pengembangan   kehidupan   demokrasi;   3)   keadilan;   4)pemerataan;   dan   5)
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Salah satu hal yang penting tetapi selalu dianggap remeh dan disepelekan adalah pentingnya  wawasan  sejarah
dalam  pembangunan  daerah.  Wawasan  sejarah  akan  menjelaskan  nasionalisme  bangsa,  dan  nasionalisme   akan
mengarahkan  pembangunan.  Dalam  konteks  ini,  pemahaman  terhadap  sejarah  lokal  sangat  penting  bagi  proses
pembangunan daerah.
Lalu,  bagaimana  peranan  Sejarah  Lokal  dalam  aplikasi  otonomi  dan  pembangunan  daerah?  Selain   untuk
“memperkuat” kehidupan berbangsa dan bernegara, Sejarah Lokal sangat penting  untuk  memberi  pemahaman  akan
peristiwa-peristiwa masa sekarang dan memprediksikan peristiwa yang akan datang pada suatu wilayah/lokal tertentu.
Perubahan aliran dana dan Potensi Ekonomi ke Daerah merupakan peluang yang  sangat  berharga  bagi  daerah  yang
bersangkutan untuk pengambangan diri. Paling tidak, sesuai dengan pasal 11 UU No. 22/ 1999 telah ditunjuk  bidang-
bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan  oleh  Daerah  Kabupaten  dan  Daerah  Kota.  Bidang-bidang  tersebut
meliputi: 1) Pekerjaan Umum;, 2)  Kesehatan,  3)  Pendidikan  dan  Kebudayaan;,  4)  Pertanian,  5)  Perhubungan,  6)
Industri dan Perdagangan,  7)  Penanaman  Modal,  8)  Lingkungan  Hidup,   9)  Pertanahan,  10)  Koperasi,  dan   11)
Tenaga Kerja.
V
Berjalannya nation building menuju  negara  Indonesia  yang  nasionalis  demokrasi  membutuhkan  syarat  yang
harus dipenuhinya. Pertama, negara harus didukung  oleh  semangat  nasionalisme  yang  kuat;  kedua  penyelenggara
negara memiliki accountability yang tinggi terhadap rakyat atau dengan  kata  lain  penyelenggara  negara  harus  siap
dikontrol oleh rakyat setiap waktu; ketiga setiap negara mempunyai kesamaan dalam  pengambilan  keputusan  dalam
pemerintahan dan kesamaan hak di depan hukum. (Fikri Thalib, 4 Desember 2000)
Sejarah Lokal juga sangat berperan untuk memberikan bahan analisis dan  informasi  tentang  suatu  daerah  dari
berbagai bidang yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam penerapan Otonomi Daerah  dan
pembangunan daerah pengungkapan  Sejarah  Lokal  di  daerah  menjadi  sangat  urgen  untuk  dilakukan  agar  dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut tidak melenceng dari arah berbangsa dan bernegara.
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